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Abstract 

 
This research is focused on looking at the implementation of good governance. This is because various 

obstacles are still found in the bureaucratic process, therefore research focuses on the implementation of 

government governance. The aim of AgailGovernance is to provide effective and efficient services, provide 

services that can meet and satisfy needs and focus on the community very well or best. Effective and efficient 

services are useful for efforts to improve the quality of government services to the community as customers 

and as a reference for developing service standards. The service function is one of the primary functions that 

the government must carry out to achieve the goals of the Indonesian State. More specifically, service means 

providing a service that is needed by society in all fields 
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Abstrak 

Penelitian ini difokuskan untuk melihat penerapan good governance. Ini karena masih ditemukannya berbagai 

kendala dalam proses birokrasi, oleh karena itu penelitian difokuskan pada penyelenggaraan tata kelola 

pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan ialah metode kualitatif, Penelitian kualitatif adalah suatu 

pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data secara 

bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian. Tujuan dari Agail 

Governance adalah memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, memberikan pelayanan yang dapat 

memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta fokus pada masyarakat dengan sangat baik atau terbaik. Pelayanan 

yang efektif dan efisien bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat 

dan sebagai acuan pengembangan standar pelayanan. Fungsi pelayanan merupakan salah satu fungsi pokok 

yang harus dilaksanakan pemerintah untuk mencapai tujuan Negara. Lebih spesifiknya pelayanan berarti 

memberikan suatu pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dalam segala bidang 
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1. Pendahuluan  

Demi menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik di antara luasnya 

cakupan wilayah dan kepemerintahan di 

Indonesia, maka diperlukanlah suatu wadah 

atau lembaga khusus sebagai penunjang 

kinerja penyelenggaraan kepemerintahan yang 

mampu mengawasi jalannnya roda 

pengelolaan kepemerintahan. 

Penyelenggaraan pemerintahan dan 

negara tidak serta merta dapat berjalan dengan 

baik tanpa adanya lembaga pengawas itu 

sendiri. Realitas yang menunjukkan masih 

maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang 

tidak hanya terjadi dalam tubuh pemerintahan 

pusat akan tetapi ikut terdesentralisasi ke 

tingkat daerah merupakan bukti diperlukannya 

reformasi birokrasi penyelenggaraan 

pemerintahan dan negara dengan tujuan 

menciptakan pemerintahan yang baik dan 

pemerintah yang bersih. Sedangkan reformasi 

manajemen sektor publik, terkait dengan 

perlunya digunakan model manajemen 

pemerintahan yang baru yang sesuai dengan 

tuntutan perkembangan jaman, karena 

perubahan tidaklah sekedar perubahan 

paradigma namun juga perubahan manajemen. 

Masalah dalam pelayanan publik memicu 

pembentukan lembaga pengawas eksternal, 

termasuk Ombudsman Republik Indonesia, 

untuk mengawasi penyelenggara pelayanan 

publik. Pencegahan adanya maladministrasi 

dalam suatu tata kelola pemerintahan harus di 

upayakan semaksimal mungkin oleh 

Ombudsman, Oleh karena itu, Ombudsman 

Republik Indonesia memiliki kepentingan 

untuk memastikan penyelenggara pelayanan 

publik mematuhi kewajibannya menyusun dan 

menyediakan standar pelayanan, maklumat 

pelayanan, sistem informasi pelayanan publik, 

sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan 

publik, pelayanan khusus, pengelolaan 

pengaduan, dan sistem pelayanan terpadu, 

sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-

Undang Nomor 25 Tahun2009 tentang 

Pelayanan Publik. Dengan terpenuhinya 

seluruh kewajiban oleh penyelenggara 

pelayanan publik, maka hak-hak masyarakat 

untuk memperoleh kejelasan pelayanan, 

kepastian waktu dan biaya pelayanan, akurasi 

pelayanan, keamanan pelayanan, 

pertanggungjawaban pelayanan, kemudahan 

akses layanan, profesionalitas, dan 

kenyamanan pelayanan sehingga prinsip-

prinsip pelayanan publik dapat terpenuhi (Citra 

Adhiningtyas, dkk 2020) 

Agile Governance dapat diterjemahkan 

sebagai suatu kemampuan dalam organisasi 

untuk dapat merespon suatu pesanan secara 

cepat karena banyak sekali perubahan-

perubahan yang tak terduga dalam upaya untuk 

pemenuhan suatu tuntutan serta kebutuhan 

masyarakat yang dinamis dalam kurung, 

Selain itu Agile governance mampu 

diterjemahkan sebagai suatu kemampuan 

dalam sebuah organisasi untuk dapat 
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mengefisienkan dana dan mencari sekaligus 

mengeksekusi seluruh peluang yang ada 

(Nurul siti ambia zahra, 2022) 

Agile Governance sebagai dasar 

perubahan tata kelola yang mengikuti 

perkembangan zaman secara cepat, serta 

memberikan yang terbaik dari tuntutan dan 

kebutuhan masyarakat adalah kolaborasi dari 

revolusi industri 4.0 dan society 5.0 yang 

diharapkan mampu menciptakan inovasi instan 

yang dapat diakses oleh seluruh kalangan dan 

instansi. 

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian 

tentang Ombudsman Republik Indonesia ini 

lebih lanjut ingin mengetahui penerapan Agile 

Governance khususnya pada Penanganan 

laporan terkait maladministrasi yang terjadi 

pada tata kelola kepemerintahan daerah. Sebab 

Berdasarkan kebijakan mengenai Ombudsman 

Republik Indonesia, UndangUndang No. 37 

tahun 2008, Ombudsman diamanatkan sebagai 

lembaga pengawas ekternal penyelenggaraan 

pelayanan (Dwidjowijoto & Patarai, 2008). 

Fungsi pengawasan tersebut dilaksanakan 

dengan melakukan pemeriksanaan dan 

penilaian atas tingkat kepatuhan pemerintah 

daerah terhadap standar pelayanan publik, 

serta mencegah terjadinya maladministrasi 

 

 

 

 

2.  Kajian Pustaka 

Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan Prinsip-Prinsip Agile 

Governance Luna, A. J. H. de O dkk., (2015) 

yang meliputi :  

1. Good enough governance: konteks 

organisasi menjadi perhatian untuk tata 

kelola. 

2. Business-driven: setiap keputusan dan 

tindakan harus berorientasi pada proses 

bisnis. 

3. Human focused: tata kelola perlu 

mengedepankan aspek partisipasi 

masyarakat. 

4. Based on quick wins: keberhasilan yang 

diperoleh secara cepat dirayakan dan 

menjadi dorongan dalam memperoleh 

banyak rangsangan dan hasil. 

5. Systematic and Adaptive approach: 

kelompok (tim) harus mampu 

mengembangkan kemampuan intrinsik 

untuk dapat dengan cepat dan 

sistematis menghadapi perubahan. 

6. Simple design and continuous 

refinement: kelompok (tim) harus 

dapat memperoleh hasil yang cepat 

serta mempunyai peningkatan. Prinsip-

prinsip di atas digunakan sebagai alat 

untuk menganalisis permasalahan 

dalam penelitian ini. 
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3. Metode  

Kajian ini merupakan kajian eksploratif 

yang bertujuan untuk menggali data dan 

informasi tentang topik atau isu-isu baru. 

Tujuannya adalah untuk merumuskan 

pertanyaan-pertanyaan yang lebih akurat yang 

akan dijawab dalam penelitian lanjutan atau 

penelitian kemudian. Peneliti biasanya 

menggunakan penelitian eksplorasi untuk 

mendapatkan pengetahuan yang cukup dalam 

penyusunan desain dan pelaksanaan kajian 

lanjutan yang lebih sistematis. Penelitian 

eksploratori pada umumnya dilaksanakan 

untuk menjawab pertanyaan "Apa (what)" 

(Apa sesungguhnya fenomena tersebut?). 

Model penelitian yang digunakan ialah 

systematic literature review yang pernah 

digunakan oleh Alzahrani dkk. (2016) dalam 

(Yanto E & Anirwan, A. 2025) 

 

4. Hasil dan Pembahasan 

Pembahasan tentang Agile Governance 

membawa kita ke dalam wilayah yang 

melibatkan perubahan budaya, struktur 

organisasi, dan praktik manajemen. Ini berarti 

bukan hanya sekadar menerapkan Agile dalam 

pengembangan produk, tetapi juga 

menyesuaikan cara kita mengelola dan 

mengambil keputusan dalam organisasi secara 

lebih adaptif dan responsif.  

Tabel berikut menyajikan ringkasan 

konseptual pendekatan Agile Governance 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik, 

yang meliputi Good Enough Governance, 

Human-Focused, Based on Quick Wins, dan 

Systematic and Adaptive Approach. Tabel ini 

disusun berdasarkan kajian literatur untuk 

memetakan fokus utama, karakteristik kunci, 

implikasi praktis, serta rujukan teoretis dari 

masing-masing pendekatan, sehingga 

memberikan gambaran komprehensif 

mengenai bagaimana prinsip-prinsip Agile 

Governance diterapkan dalam konteks tata 

kelola pelayanan publik yang adaptif, 

responsif, dan berorientasi pada hasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pendekatan Agile 

Governance merupakan kerangka tata kelola 

yang integratif, di mana setiap pendekatan 

memiliki peran strategis dalam meningkatkan 

kualitas pelayanan publik. Kombinasi antara 

penyederhanaan tata kelola, orientasi pada 

manusia, pencapaian hasil cepat, serta 

kemampuan adaptif dan sistematis 

memungkinkan institusi publik merespons 
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dinamika kebutuhan masyarakat secara efektif, 

efisien, dan berkelanjutan. 

Untuk mengetahui sejauh mana tata kelola 

pemerintahan yang agile pada Ombudsman RI, 

maka peneliti melakukan analisis terhadap tiga 

prinsip agile governance yang dikemukakan 

oleh (Luna et al., 2015), sebagai berikut: 

 

4.1 Good Enough Governance 

Konsep yang muncul sebagai alternatif 

terhadap pendekatan pemerintahan yang 

terlalu kompleks, birokratis, dan mahal. 

Konsep ini menekankan pada upaya 

menyederhanakan tata kelola atau 

pemerintahan agar lebih fokus pada tujuan inti 

dan hasil, tanpa terlalu banyak terjebak dalam 

proses yang rumit. Good Enough Governance 

menempatkan penekanan pada pencapaian 

hasil yang relevan dan bermanfaat bagi 

masyarakat. Ini berarti menghindari 

terperangkap dalam birokrasi yang rumit dan 

mengarahkan sumber daya dan upaya ke arah 

yang dapat memberikan dampak positif. Good 

Enough Governance berkembang sebagai 

alternatif terhadap pendekatan pemerintahan 

yang terlalu kompleks, birokratis, dan berbiaya 

tinggi. Studi literatur menegaskan bahwa 

konsep ini menekankan penyederhanaan tata 

kelola dengan fokus pada tujuan inti dan 

pencapaian hasil yang relevan bagi 

masyarakat, bukan pada kesempurnaan 

prosedural. Pendekatan ini bersifat pragmatis 

dan kontekstual, menyesuaikan kapasitas 

institusi serta kondisi sosial-politik yang 

dihadapi negara berkembang (Grindle, 2004; 

Andrews, 2008). 

Aspek penting dalam Good Enough 

Governance adalah responsivitas terhadap 

kebutuhan masyarakat. Pemerintah dituntut 

memiliki kemampuan adaptif dalam 

merespons perubahan tuntutan publik dan 

dinamika lingkungan. Literatur menekankan 

bahwa tata kelola yang cukup baik bukan 

berarti minimalis, tetapi mampu bertindak 

cepat dan tepat dalam menyelesaikan 

persoalan publik. Praktik mekanisme respon 

cepat, seperti penanganan pengaduan 

masyarakat oleh lembaga pengawas pelayanan 

publik, mencerminkan prinsip responsivitas ini 

(Grindle, 2007; OECD, 2015). 

Selain itu, Good Enough Governance 

menekankan pengurangan biaya dan beban 

birokrasi melalui penyederhanaan regulasi dan 

prosedur pelayanan. Studi administrasi publik 

menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi 

informasi melalui e-government berperan 

penting dalam meningkatkan efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas pelayanan 

publik. Penggunaan TIK memungkinkan 

birokrasi bekerja lebih efektif sekaligus 

memperkuat interaksi antara pemerintah dan 

masyarakat (Dwiyanto, 2011; Heeks, 2006). 

Dalam konteks pemerintahan lokal, Good 

Enough Governance juga mendorong 
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keterlibatan masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan dan pengawasan 

pelayanan publik. Literatur tata kelola 

menegaskan bahwa partisipasi publik yang 

lebih luas, dengan hambatan administratif 

yang minimal, berkontribusi pada peningkatan 

kualitas pelayanan serta pencegahan 

maladministrasi. Partisipasi ini menjadi 

elemen penting dalam menciptakan tata kelola 

yang efektif dan berorientasi pada kepentingan 

publik (UNDP, 1997; Bovaird, 2007). 

Secara keseluruhan, studi literatur 

memandang Good Enough Governance 

sebagai respons yang realistis terhadap 

kompleksitas pemerintahan modern. 

Pendekatan ini tidak menuntut kesempurnaan 

institusional, melainkan menekankan hasil 

yang berdampak nyata bagi masyarakat. 

Namun demikian, efektivitas implementasinya 

sangat bergantung pada pemahaman konteks 

lokal, kapasitas kelembagaan, serta komitmen 

terhadap orientasi hasil (Grindle, 2004; 

Andrews, Pritchett, & Woolcock, 2017). 

Dalam dunia yang terus berubah, Good 

Enough Governance adalah respons yang bijak 

terhadap kompleksitas yang terus meningkat 

dalam pemerintahan dan tata kelola. Namun, 

pemahaman yang mendalam tentang implikasi 

dan dampak implementasinya adalah penting 

untuk mencapai hasil yang diharapkan. 

 

 

4.2 Human Focused 

Dalam kerangka Agile Governance, 

pendekatan human-focused menempatkan 

manusia baik aparatur maupun masyarakat 

sebagai pusat tata kelola. Kajian literatur 

menegaskan bahwa tata kelola yang adaptif 

dan responsif hanya dapat tercapai apabila 

kebutuhan, pengalaman, dan kesejahteraan 

pengguna layanan publik menjadi dasar 

perumusan dan implementasi kebijakan 

(Denning, 2018; Luna et al., 2015). 

Masyarakat tidak hanya diposisikan 

sebagai penerima layanan publik, tetapi juga 

sebagai aktor yang memiliki hak dan kapasitas 

untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan. 

Studi tata kelola publik menunjukkan bahwa 

partisipasi masyarakat merupakan mekanisme 

penting untuk memastikan kebijakan dan 

standar pelayanan sesuai dengan kebutuhan riil 

pengguna layanan (Bovaird, 2007; UNDP, 

1997). Ketiadaan partisipasi berpotensi 

menghasilkan kebijakan yang tidak responsif 

dan gagal mencapai tujuan pelayanan publik. 

Literatur mengelompokkan partisipasi 

masyarakat dalam pelayanan publik ke dalam 

tiga bentuk utama. Pertama, keterlibatan 

masyarakat dalam penyusunan standar 

pelayanan, yang bertujuan memastikan standar 

yang ditetapkan realistis, mudah diakses, dan 

sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. 

Kedua, partisipasi melalui pengaduan atau 

laporan masyarakat, khususnya terkait 
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maladministrasi pelayanan publik, yang 

menjadi instrumen penting bagi pengawasan 

eksternal seperti Ombudsman Republik 

Indonesia. Ketiga, partisipasi kolektif melalui 

kelompok masyarakat, yang memungkinkan 

penguatan posisi tawar publik dalam 

menyampaikan aspirasi, melakukan 

pengawasan, dan mendorong perbaikan 

pelayanan secara berkelanjutan (OECD, 2015; 

Bovaird & Loeffler, 2012). 

Secara keseluruhan, kajian literatur 

menegaskan bahwa pendekatan human-

focused dalam Agile Governance memperkuat 

kualitas pelayanan publik melalui partisipasi 

yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada 

kebutuhan nyata masyarakat. Pendekatan ini 

tidak hanya meningkatkan efektivitas 

kebijakan, tetapi juga mendorong akuntabilitas 

dan kepercayaan publik terhadap 

penyelenggara pelayanan. 

 

4.3 Based on Quick wins 

Pendekatan Based on Quick Wins dalam 

Agile Governance menekankan pencapaian 

hasil cepat yang memberikan manfaat 

langsung bagi organisasi dan pemangku 

kepentingan. Dalam konteks Ombudsman, 

pendekatan ini diwujudkan melalui Tindakan 

Korektif, yang berorientasi pada perbaikan 

segera atas praktik maladministrasi tanpa 

semata-mata membatalkan keputusan 

penyelenggara layanan. 

Berbeda dengan produk lembaga 

pengawasan lain, Tindakan Korektif 

Ombudsman menitikberatkan pada perbaikan 

sistem, mekanisme, dan prosedur pelayanan 

publik, sejalan dengan prinsip Good 

Governance dan Smart Government. 

Pendekatan ini bertujuan menjaga 

keseimbangan kepentingan antara pelapor dan 

terlapor, tanpa melanggar ketentuan hukum 

dan kewenangan yang berlaku. 

Tindakan Korektif yang dituangkan dalam 

Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) 

tidak hanya mempertimbangkan tujuan dan 

hasil, tetapi juga aspek keterlaksanaan dan 

dampaknya (outcome). Fleksibilitas 

pelaksanaannya memungkinkan penyelesaian 

secara sukarela, persuasif, dan berbasis fakta, 

sehingga berfungsi sebagai instrumen 

perbaikan kolaboratif dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

 

4.4 Systematic and Adaptive Approach 

Pendekatan systematic and adaptive 

dalam Agile Governance menggabungkan 

perencanaan yang terstruktur dengan 

fleksibilitas tinggi untuk merespons perubahan 

dan ketidakpastian. Literatur menyebut 

pendekatan ini sebagai pemerintahan yang 

cergas dan tangkas, ditandai dengan 

penyederhanaan birokrasi, kecepatan 

pengambilan keputusan, serta orientasi pada 

hasil sebagai wujud praktik dynamic 
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governance (Denning, 2018; Neo & Chen, 

2007). 

Keunggulan metode Agile terletak pada 

kemampuannya mengidentifikasi masalah 

secara komprehensif mulai dari penyebab 

hingga akar persoalan tata kelola serta 

merumuskan langkah taktis dan strategis 

secara cepat. Studi tata kelola adaptif 

menunjukkan bahwa pendekatan ini 

memungkinkan institusi menghasilkan 

dampak nyata dalam waktu relatif singkat, 

sekaligus membangun kultur birokrasi yang 

sigap, cerdas, dan berbasis kompetensi sumber 

daya manusia (Luna et al., 2015; Andrews et 

al., 2017). 

Dalam konteks pengaduan pelayanan 

publik, Agile Governance tidak hanya 

menekankan kecepatan respons, tetapi juga 

efektivitas dan ketuntasan penanganan laporan 

oleh aparatur yang profesional. Literatur 

pelayanan publik menegaskan bahwa 

kombinasi kecepatan dan kualitas penanganan 

menjadi faktor utama dalam meningkatkan 

kepuasan dan kepercayaan publik (OECD, 

2015; Bovaird, 2007). 

Ombudsman mengembangkan 

pendekatan pelayanan publik yang progresif 

dan partisipatif melalui konsep Propartif, yang 

berfungsi sebagai instrumen inovasi dan 

adaptasi internal. Pendekatan ini 

menyederhanakan proses penanganan laporan 

sekaligus memperkuat kapasitas soft skills 

aparatur, seperti komunikasi efektif, 

pengelolaan emosi, integritas, dan disiplin, 

yang berdampak pada percepatan penyelesaian 

laporan serta penguatan relasi antara negara 

dan masyarakat (Dwiyanto, 2011; UNDP, 

1997). 

Pendekatan Simple Design and 

Continuous Refinement dalam Agile 

Governance menegaskan pentingnya desain 

tata kelola yang sederhana dan perbaikan 

berkelanjutan. Kajian literatur menunjukkan 

bahwa strategi ini mampu menciptakan 

organisasi publik yang adaptif, efisien, dan 

responsif terhadap perubahan lingkungan, 

sekaligus meningkatkan kinerja dan legitimasi 

kelembagaan (Denning, 2018; OECD, 2015). 

 

5. Kesimpulan 

Penelitian mengenai penerapan Agile 

Governance mengungkapkan sejumlah 

temuankunci yang menyoroti dampak positif 

dan tantangan yang terkait dengan pendekatan 

ini dalam berbagai konteks organisasi. Berikut 

adalah beberapa kesimpulan penting yang 

dapat diambil dari penelitian tersebut: 

1. Peningkatan Responsivitas dan 

Adaptabilitas: Penerapan Agile 

Governance secara konsisten 

meningkatkan responsivitas organisasi 

terhadap perubahan pasar dan 

perubahan kebutuhan pelanggan. 

Organisasi yang menerapkan Agile 
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Governance memiliki kemampuan 

untuk cepat beradaptasi dan merespons 

tantangan yang muncul. 

2. Adaptabilitas terhadap Perubahan 

Eksternal: Agile Governance 

memungkinkan organisasi untuk 

merespons perubahan eksternal seperti 

perubahan regulasi, perubahan tren 

pasar, dan perubahan politik dengan 

lebih cepat dan lebih efektif. 

3. Pentingnya Mengukur Hasil: 

Penggunaan metrik kinerja yang tepat 

dan relevan penting untuk 

mengevaluasi efektivitas Agile 

Governance dan memahami 

dampaknya pada organisasi. 

Secara keseluruhan, penelitian ini 

menegaskan bahwa penerapan Agile 

Governance dapat membantu organisasi 

menjadi lebih adaptif, efisien, dan mampu 

memberikan nilai lebih cepat kepada 

pelanggan dan pemangku kepentingan. 

Namun, implementasi yang sukses 

memerlukan perubahan budaya, kolaborasi, 

dan komitmen yang kuat dari semua tingkatan 

dalam organisasi. 
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